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NOMOR 27 UAIIUN KoQ
IENTANG
PEMBENIU KAN ORGANISAS] DAN TATA KERIA
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DF NGAN RAIMATY TEHLAN YANG MAHA BS54

BEIP AL ASANHAN

Eatwascbagni pelok synaan dar: Keputusan Menien Dajam ’m* 1 Ngmor 33 Tuliun
1999 tontang Pedoman  Pembentukan  Organisasi  dan inty Kerya Bala  rflocams:
Ponytluhan Peitarian Iclab diberikan perselyjuan prinsil bcrdnm‘.m Telkom Menteri

Dxlsm Negen Nomor 061/1402/8] 1snggal 17 Juna 1999

bahws untik mak wid Wrsebul diatas st unlok reesiunbul hembswngkan swadayd dan
perin serts Petam dalany Kegisian pembongunan Peranian, 1aakg dipandang perle
dilclaphan dalaim sualu Perajuran Db,

Medgingat

L

Undang-undaug Nomor 7 Dn Tabun 1956 witang Pembenjukar Dacteb Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Propmsi Sumaters |wa (Lombaran Negara  Ropublik

indonesia Tahun 1999 Nomer 60);

Undarg-undang Nomor 22 Tahun 1999 calang Pomerintahan Daoab (1.cmbaran Negars
Repubhi Indonesia Tahur 1999 Nomor 169),

Undang Nemor 43 Tahun 1599 temtong Perubmban Atas Undangisidang Nomor 8 Tyhun
1974 1cruang Pokok -Pokok Kepepnwaian (Lembasan Negas Repubiik Indozesia Tabu
K59 Nomor 169,

Peravran Pemeriniah Momor & Tahun 1988 lentang hum_&nu“ Kegialan  Enstans
Verlikal & Bacral: {1 embamn Mogarn Tahusny) 988 Nomor 10}

Keputusar.  Presider  Republiik  Indonesie Nomor M Thhun 1999 tenting  Tehak
Pcnyusumn Peraren Perundang-undangan dan Henluk  Rancangan Undaog-ondang.

Rancangan Peraniean Peiarsitah dan Rancangan Kepuwsan Presiden.



6 Keputcsan bMenteri [Dalam MNegeri Nomor 39 Tabun 1990 Tenmag Fedaman Organisasi
Ehnas Dacrah.

7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Fahun 1994 sening Pedoman Organisasi dan
Taa Kerje Dhinas Perkebunan Daeral; d

8. Kepurtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 1csiang Pedoman Organi sasai
den Tam Kerja Dinas Peternakan Dacrah:

9 Kepuwsan Menier: Datam Negen Nomor 10 Tabun 1994 sentang Pedoman Orgnnisasi
dan Tata Kerja Dinas Portamian Taneman Pingan Dacrah,

10 Keputusan Menteri Dalam Negen Nomer 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembeniukan
Omgeusasi Dan Tata Kerja Baln Infiormesi dan  Penyuluhan Pertanian  Kabupalcn

Kotamadya Dacrah Tingkat I,

Dengan persciu jusn
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIL KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09 /5K /DPRD 10 ME}? 2000

MEMUTUSK AN

Menetapkan

PERATUAN DAERAH KABUPATEN ASBAHAN TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASAI DaN TATA KERJA BALAl INFORMAS! DAN PENYULUHAN

PERTANIAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalem Kepulusan mi yang dimaksud dengan -
a. Dmesuh adaloh Daerah Kabupaten Asahan,
b Pemerinahen Daerzh adalah Pemerintah Kabupaten Asahan .

t Kepela Daerah adalzh Bupati

d. Balai Infiormasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Balai Infinrmas: dae Penyuluhan
Kabupalen Asahan yang sclanjulnya discbut BIPP

¢ Kepala Balai Infiormasi dan Penyuluhan Penaman adalzh Pimpinan Balai Informasi dan
Penyuluhan Pertanian Kabupaten Asahan yang selanjuinys disebut Kepala BIPP.



. Penyuluhan Terianian adalah sistein pendidikan .lual sckolah dibidang pertanizn untuk
petani-n slayan dan keluarpanya sera onggota masyarakal perianan zgar dinamika dan
kemampuannya  <aiam memperbaiki  kehidupan dan  penghidupan dengan  kekuatan
scrdin  dapal berkembang, schinggas dapal memnpgkatkan peranan dan peransclanya
dalam pembangunan pertanian

Beavtluh Pertanian adalah Pegiwal Negeri Sipil yang dibeni wugas melakukan kegiaan
Petyuluian Perianian sectra penub vich Pepbat yang benweeang pada saluan erganisos
lingkup penanian

Bai U
KERDUDURAN | TUGAS DAN FLINGS]

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasai 2
(1) BIPP adalah merupakan unsur petaksana Ieknis opeasianal Pemerintah Daerah dibidang
Penyuluhan Pertanian yang merupakan Lembaga Non Strukiural yang berada dibawah
daz bertanggung  jawab  kepada  Bupal vany hekekainya menunjang pelaksanaan
program-prograt pembangunan i eriaman Dacerah .

(2) BIPP dipimpin oleh scorang Kepala dengan Jahaten Fingsienal Pertanian .

BRagiann Kedua
Tugas Pokok

Pasal 1

BIPP mempunyal lugas pokok melaksanakan kegiatan d bidang pelayanan infonmasi dan
penyuluhan periznian yang diserahkan kepada Femenntah Dazah

Bagian Keiga
Fungsi

Pasal 4
Untub: melaksacankan wgas pokok tersebul padu pasal 3, BiPP mempunyat fungsi
a penyusunan program penyukihan pertanian,
b pertyusunan dan pelaksanasn rencana kera penyuluhan perlanian,
¢ penyusunan, penycbacan dan peiayanan infonmasi pertanian:
d. pembinaan penglolaan BIPP.
¢ koordinasi penyelenggarpan penyubuhan perianian tingkal Kecamatan,

f pemantausn dan evaluasi,



pengelolaan soniral kemunikasi pembangunan pertaman diKabupalen,
h pelanah /kursus bagi penyuluh pertanian dan peiani-nelsyan;

i penumbuhan dan peagembapgan kelembageaan petani -pelayan,

3. bimbingan penggunaan saran uasah pelani-nelayan;

k percontohan periapran,

|. pengelolaan perpustnkaan ;

m pengkajian pencrapan tekaologi pcr.tanian;

n pemberian pelaysnan tcknis atas peleksanaen penyuluhan;

o pelayanan urusan kefala usahaan;

RAB 1l
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Peftama
Drl;lnisusi

Pasal %
(1) Susunan Qrganisasi BIPP terdiri dari
a. Kepala;
B Peiugas Tala Usaha,
¢ Kelompok Jabatan Fungsional,

d, BFP

(2}Bagan Struktur Organisasi BIPP sebagaimana tercantum dalam
Lamgitan ] Kepulusan ang. .

Kepala BIP?
Pasal 6

Kepala BIPP menpunysi uger pokok memimpin, mengkoordinasi ksn
dan mengendalikdn BIPP dalam melakssnakan pelayansn iafiormasi dan
penyclenggarmen  penyuluban  pertanisn  yang  diserahkan  kepada
Pemeriniah Dacah



Pewgas Tata Usaka
Pasal 7

(1) Petuges Taia Usaha memporyar lugas  pokek  mclaksaknakan
pengeloltan  adminisiass kepegawdin, kouangan, sursl  menyurad,
kerumah tanggaan dan perlengks pan

{2y Pelugss Tata Usaha dipumpn okch Scorang Kepalx Petugas Tars Usoha
yaqng dslam mcmalankan lugasnya beiada dibavah dan henanppung

Javab kepads Kepala B
Pasal &
Unwwk menyciengparakan wiges terschut pade pasat 8 Sub petugas Tam .
[)ssha meémpunym lunps
& Penvusunan rentana dan program, laperan seria cvaluns

b Pengelolaan sdministrasi, kepeg@waiar | kguarpan; unsar  rumah
langgz, peiiengkapan din porawalan

¢ Pengelolann urusan sural menyurat dan kearsipan

Kelonypsok Jabatsn Funguonal

.l'asnl 9

{1} Kelompok Jabwman [ungsional snempuaynr ges pokek melaksanakan
kegiatan BIPP sesuai dengan bidang keahlan masing-masing

(2) Kelompok Jabatan Fungsional schagaimane lcrscbul pada ayal (1)
dipimpin okh scorang lcnaga fungsional senigr selsku  kelua
keiempok, yang bemda dibawah dan bertanggung jawab ke pada

Kepala BIPP |

Pasal 10

{DKeclompok Jabatan Fingsional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9
terdink dan scjumiah tenaga pemyuivh pertafuan dan jabaten fngsional
Inin sesudi dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku .

{2) Kelompok Jabaten Fungsional penyuluh Pcnanian dan  Jabatan
Fungsional Lainnya, dikoordinasikan oleh pemamgku jabslan
{ungsional senior yang ditunwk olch Kepsts BIPP

{(3)Jumlah Kelompok Jabttan Tungsional Penyuluhan Peranan  dan
jabatan fungsiooal lan diteniuken berdssarkan kebutuhan den beban
kerja .

(4} Jenis don jenjnng Relompok Jabatan Fungsional Peoyuluhan Pertanian

dan Jabatati fungsioral lain schegamana dimaksud pada ayar (1}
diatur seswd) dengan peraturan perundeng-uvndangan vang berdeku



Baln Penyuluban Peraman
Patal 1)

(1) Baloi Penyuluhan Pertanion yang scianjuinyd discbul BPP  adalgh
merupakan instansi dan schaligus Bagian dan inwansi BIPP dalam

menyelenggarakan penyulaban peflamian o Xecamatan |

(2} scuap WP diteinpatkar schelompok penvoluh  penamian  yang
dikoor dinasikan olch scorang penvulvh periantgn yang scnioc

Al IV
TATA KIRJA

Bapuen Penama
Umum

Iasal 12

(t} Hal-hal yang monjadi ugas pekok BIPI® mcrupakan  saw kesatuan
yang satu sama Jain tidak dapat dipisahkan

(2} Pelaksanaan fungs BIPP  sebaga ensur  pelaksansan  Pomerntah
Dacrah  dibidang  pelayanan  nfprmasi  dan penye lempparaan
diselenggerakan oleh BPP'dan Kelompok Jabatan Fungsiensl menurut

lidsng tugasnya masing-masing.

{(3) Pengaturan  Aspck  ketowiaksanaan BiPP yang melipwi  Prosedur
Operasional Standar (*O35) huburngan kerja, tals kerjs dan pedoman
ker jp ditetapkan lebih banjel olch Kepulusan Bupati Asahan

Pasal 13

Dalam melaksanakan tupasnys, BIPP dan Kclompok Jabatan Funpsional
wajb menerapkan prinsip koordinasi, mtcprasi dan sinkronisasi bask daliy
lingkungan masing-masing maupun apls¢ sAuan oreanisasi sesuai dengan

lugas MAasing-masing .

Pasal |4 i

(1} Kepala BIPP melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang
dilclapkan oleh Kepala Dacrah .

{2) Kepala BIPP diwajibkasn  mcmberikan  pounpk.  membina,
membimlyng dan mengawasi pekesasn wsweOunsur pembeniy dan

pelaksana yang berada dalam ngkungan Kamtornya .

(3) Bilamana Kepala BIPP memandig perlu unluk  mengadakm
penbahan kebijaksansan yang telah ditetapkan deh Kepala Dazmb,
imaka ha terscbit harus dunajukan ledebih dabuio kepada Kepala
Dacrah uniuk mendapal perselujuan



(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BIPP harus
meinksanakan koardiasi Penpawasan Melekal (WASKAT)

(5) Setisp Pimpinan Saluan Organisasi wapb mengikuti dan  mentaali

petepjuk -petunjuk  dan  beriangpungjawab  kepada aasan masing-
tnasing dan menyam paikan lapotan beikata fepat wakiu .

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

Setiap laporang yang diterima oich BIPP dan BPP dapat dipergunakan
sebagal hahan penyusunan lapocan dan petunjuk lebih ianjut .

BAR ¥V
PENGANGK ATAN AN FEMBERHENTIAN
Pasal 16
{1) Pengangkatan dan pemberhenban Kcpala BiPP ditetapkan oleh Bupati

(2) Pengangkatan dan pebecpentian pepbal lasnnya dilingkungan BIPP
ditetapkan berdasarkan Peraluran Perundang-undangan yang bertaky .

BAB Wi
FEMBIA YAAN
Pasal 17

Biayz penyclengganan BIPP dibebankan kcpada Anggaran Pendapsian
dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten Asaban, seriz sumber lpin yang

sah,

BaB VI
PEMBENTUKAN
Pasal I8

Dengan Peraturan Dacrah ini, dibentuk Ealai Informasi dan Penyululyan
Perlanian .



BAE Wil '
KE TENTUAN PENUTLI
Pasal

Denparz herlakunya Kepuugan i, maka  ketentuenskerentan lain yang
bertemtangan dengan Peratstan Daerah i dinvarakan hidak berlaku |

Fusal 20

Perawran Dacrah im0 discbua Pemturan Daeah entang Pembeniukin
{hrganisasi dan Tala Kerfs Balaé Inferaas: dan Penyuluban  Pertanian
Kabupaten Asahan .

"asal 2)

iHal-hal yang bclun dimur dalarn Terauran Daecsah i sepanjang
mcnpenai pelaksanaannya diater felsh lonjet derpan Keputusan Bupati

Asahan

itasal 22

Peraturan Ducrah ini muly Derloku peda ianggal diundangkan .
Agar sctiagp orgng dapat mungolahw, memcriMabkan  pemgundangan

Peraturen Dacrab inf dengan pencmpnisnnya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Asshan

Disahksn d Kisaran
Pads anggal 10 MEl 2000

BUPAT! ASAHAN

Capidia
‘ RISUDDIN

Diumdangkan di Kisaran

Pada tangeal 11 Mei 2000
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